Menimbang

Mengingat

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN lNFDEMﬁ_.TIKA
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa untuk mendukung kslancaran tugas pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatiks
Kabupaten Grobogan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucd

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupaii tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;

1. Pasal 18 ajyat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494Y,

S. Undang\Ondemg, BVomor 23 Tamom 2V exang,

Pememmizaban  Dasrtan Qembaran Wegaxa  Reoepooik

Indonesia Tahun 2014 Womor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah bDeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentiing Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 temang
* Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Takun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor

15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
. GROBOGAN.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62
Tahumn 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Kocmunikasi dan Informatika Kabupaten Grobegan (Berita Dacrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai

berikut :
1. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
scbagai berikut :
Pasal 12
(1) Bidang Sistem Informasi Lavanan E-Government dan

(2)

(3)

Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang Sistcm Informasi Layanan E-Government
dan Statistik secbagaimana dimaRsud pada ayat (1),
mempunyai tugas pokck melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasau,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang Layanan pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang
tcrintegrasi, Layanan Nama dcmain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penvelenggaraan
Government Chief  Information Officer (GCIO),
pengembangan sumber daya Tehnik Informasi dan
Kommunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat,
penyelenggaraan ekosistemn  Tehnik Informasi dan
Komunikasi (TIK) Smart City serta pengelolaan statistik
selctoral.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-Govermment

dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang sistemn informasi layanan E-Government dan
stalistik;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang

sistem informasi layanan E-Government dan statistik;
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c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang sistem informasi layanan E-Government dan
statistik;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sistem
informasi layanan E-Government dan statistik;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
sistem informasi layanan E-Govermment dan statistik;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas seuai dengan tugas dan fungsinya.

i4) Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government
dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencena dan pr-:}gi"am kegiatan bidang
sistem informasi layanfin E-Government dan statistik
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan sesual peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal gunza sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

¢. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pecdoman untuk melaksanakan kegiatan;

[ men}rusu;-; pedoman dan petunjuk teknis, supervisi,
serta mengkcordinasikan pelaksanaan  program
kegiatan di bidang Sistem Informasi Layanan E-
Government dan Statistik;



g merencanskan dan fasilitasi pengembangan aplikasi
pemenntahan dan pelayanan publik generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi;

h.

a

merencanakan dan melaksanzskan  pemeliharaan
aplikasi kepemerintahan dan pelayanan publik;
mengkoordinasikan pendaltaran nama domain dan sub
domuair: bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan;

merencanakan dan memfasilitasi penyelengearaan
Government Chief Infnnnarion Officer (GCI0);
merencanakan peningkatan kapssitas aparatur dan
sertifikasi teknis bidang Tehnik Informasi dan
Kamunikasi (TIK);

merencanakan dan memfasilitasi implementasi e-

Government dan Smart City;

- merencanakan dan fasilltasi peningkatan kapasitas

masyarakat dalam implementasi e-Govemment dan
Smart City;

merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan
ekosistemm Technik Informasi dan Komunikasi (TIK)
Smart Cily;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan
statistik sektoral;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
program kegiatan di bidarg Sistem Informasi Layanan
E-Government dan Statistik;

menyiapkan bahan dan mengembangkan pengolahan
data dengan aplikasi komputer untuk memenuhi
kebutuhan.

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOF) di bidang sistem informasi
layanan E-Government dan statistik:

melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kinerja pcl;.ksanaan tugas bawahan secara berkala
sesua: dengan peraturar. perundang-undangan;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;



menyampmkan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik hsan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tuges kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut : .

(1)

(2]

(3)

Pasal 15
Seksi Statistik dan Pengolahan Data dipimpin sleh Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-

Government dan Statistik. .
Kepala Seksi Statistik dan_Pengolahan Data sebagaimana
dimzksud pada ayat [1) mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sistem
Informasi Layanan E-Government dan Statistik dalam
penyiapan bahan perumusan  kebijakan teknis,
pelaksanaan, pengoordinasian, pembinuaan, pengawasarn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup Daerah.

Kepala Seksi Statistik dan Pengolahan Data dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat {2}, mempunyai uraian tugas jabatan :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Statistik dan Pengolehan Data berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui  pengkajian
permasalahan dan perzturan perundang-undangan;

¢. membagr tugas kepada bawahan sesual lingkup
tugasnya scrta memberikan arahan dan petunjuk baik
sccara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
di bidang statistik sektoral baik secara langsung



maupun tdak langsung wuntuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi
' dan harmonisasi pelaksanzan kegiatan:

2.

mempelajari dan wmengkaji peraturan perundang-
undangan dan regulasi sektoral lerkait lainnya
scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang statistik sektoral;

menyiapkan bahan pérumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerak yang mclaksanakan survei statistik sektoral;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan survei statistik

sektoral oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Badan Pusat Statistik; 3

melaksanakan pendatBan survei statistik sektoral
yang dilaksanakan oleh Saman Kerja Perangkat
Daerah:

melaksanakan pengolahan hasil survei statistik
scktoral yang diaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

menyerahkan data hasil survei statistik sektoral
kepada Badan Pusat Statistik;

memfasilitasi Satnan Kerja Perangkat Dacrah vang

melaksanakan survei statistik sektoral,

m. mendokumentasikan hasil survei statistik sektoral;

El.

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan survei statistik selctoral;

memasukkan dan mengolah data dengan aplikasi
komputer untuk memenuhi kebutuhan:

menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Operasional Prosedur (SOP) di bidang statistik dan
pengolahan data;

melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atasan sebagai bahan evaluasi dap pengambilan
* kebijakan berikutnya;

S. menyampaikan saran dan pertimbangan kepeda
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegatan berjalan lancar dan
optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan

a. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

-

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, schingga berbunyi
sebagai berikut -

(1)

(2)

(3)

Pasal 16
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepadd Kepala Dinas.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi darn Komunikasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok melaksanalkan sebegian tugas Kepala Dinas
dalam perumusan kebijakan  teknis, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral, pengelolaan media koumunikasi
publik, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
puklik dan penyediaan akses informasi.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Fublik dalam melaksanakan tugas pokck sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan informasi dan komunikas; publik;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi publik:
¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi pubilik;



(4)

2.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan

[.* pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala

Dinas seuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
mempunyai uraian tugas jabatan :

.

menyusun rencana dan program kegiatan bidang
pengelolaan informasi dan  komunikasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan sesual peraturan ‘Perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
migas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk meclaksanakan kegiatan:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik
untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
menyiapkan bahan dan menyusun pcdoman dan
petunjuk -tcl:n.ia, supervisi, serta mengkoordinasikan
implementas: Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik
lintas sektorzl;



melaksanakan pengclahan dan analisis data informasi
untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral;
melakasanakan perencanaan komunikasi publik dan
citra positif pemerintah daerah;

melaksanakan pengemasan ulang konten nasional

menjadi konten lokal;

melaksanakan pemberdayaan media dan lembaga
komunikasi publik:

menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga
komunikasi publik,

melaksanakan pengembangan sumber daya
komunikasi publik:

melaksanekan diseminasi informasi kebijakan melzalui
media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah:
melaksanakan monitoring, mcn.geva‘iuasi. dan menilai
kinerja pelaksanaan fugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegistan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan,

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi

scbagai berikut :

Pasal 17

(1] Seksi Kemitraan dan Analisis Informasi dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Kepala Seksi Kemitraan dan Analisis Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam
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penylapan  bahan  perumusan kebijakan  teknis,
pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
Pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasicnal dun pemerintah daerah,
serta  penyediaan konien lintas sektoral melalui
penyclenggaraan pemantauan tema komunikasi publik
lintas sektoral, pengolahan dan analisis data informasi
untuk mendukung kﬂmumkam publik lintas sektoral,
layanan perencanaan kc:-mumkasl publik dan citra positif
pemerintah daerah, serta pengemasan ulang konten
nasional menjadi konten lokal:

Kepala Seksi Kemitraan dan Analisis Informasi dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Kemitraan dan Analisis Informasi berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

¢. membagl tugas kepada bawahan sesua! lingkup
‘ugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi
internal maupun eksternal di bidang kemitraan dan
enalisis informasi baik sscara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan kegiatan:

€. mempelajari dan mengka_ii peraturan  perundang-
1mdangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan 1 Xegiatan;

f. menyiapkan bahan Perumusan kebijakan. pedoman
dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan informas;
untuk mendulung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, serta penyediasn konten lintas sektoral;



Il.

mcmantau dan menganalisa berita media, serta
mengidentifikasi masalah dan alternatif
penyelesaiannya;

- memantau dan menganalisa pendapat urmum baik yang

di sampaikan melalui forum-forum seminar, lokakarya,
diskusi maupun demontrasi, serta mengidentifikasi
masalah dan alternatif penyelesaiannya;

memantau tema dan isu komunikasi publik lintas
seiktoral; <

menyusun perencanaan, menyiapkan bahan dan
melaksanakan pengelolaan informasi publik scbagai
implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 20c8
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

menyusun konten citra positif petherintah daerah:
melaksanakan kegiatarf pengemasan ulang konten
nasional menjadi konten lokal:

melaksanakan peliputan, pencrbitan dan dokumentasi
kegiatan daerah;

menyiapkan bzhan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP| di bidang kemitraan dan
analisis informasi:

melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kincrja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kKajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

mclaksauai:an tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

S. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 28A

Pemindahan tugas pokok dan fungsi pengolahan dan
pencetakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah dari
Dinas ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten G;:nbﬁga.n dilaksanakan paling lama
tanggal 1 Januari 2019.
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Grobogan.

Diundangkan di Purwodadi

BERITA DAERAH KABUFATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 13,
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